
 

 

 

 

 BUPATI  SUKOHARJO 
 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 13 TAHUN 2010 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR  32 TAHUN 

2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN TANAH  

GRATIS MILIK WARGA MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pensertifikatan tanah 

gratis bagi warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo, perlu diatur 

petunjuk pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah gratis milik warga 

masyarakat di Kabupaten Sukoharjo; 
 

b. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan 

Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional maka 

perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Gratis Milik 

Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2043); 

3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah 

Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 

174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3988); 
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)   

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3695); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3746); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4221); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif 

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Pertanahan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

18). 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan      :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 32 TAHUN 2009 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN 

TANAH GRATIS MILIK WARGA MASYARAKAT KABUPATEN 

SUKOHARJO. 

 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah 

Gratis Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 32), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 7 

(3) Pengenaan tarif biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang dikenakan 

untuk pengajuan perorangan. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal  14 April 2010 
 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

                   ttd 

 

BAMBANG RIYANTO 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal  14 April 2010 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO 

 

            ttd 

 

     Ign. INDRA SURYA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  

TAHUN 2010  NOMOR   19 

 


